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ABSTRAK

‘Iddah dalam hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh seorang wanita apabila terjadi perpisahan, baik karena
perceraian atau kematian suaminnya. Dalam masa ‘iddah tersebut, wanita
diharuskan menunggu selama beberapa waktu tertentu dengan suatu tujuan
tertentu sebelum ia melakukan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Dalam
masa menjalankan kewajiban ‘iddah itulah terdapat beberapa aturan yang mesti
ditaati, antara lain adalah tidak diperbolehkannya (larangan) keluar rumah, kecuali
dalam keadaan darurat dan atau hajat.

Ibadah haji sebagai salah satu ibadah wajib yang dikerjakan di luar rumah
menjadi tidak diizinkan apabila bersinggungan dengan kewajiban ‘iddah. Wanita
yang dalam masa ‘iddah dilarang melaksanakan ibadah haji, karena kewajiban
‘iddahnya yang melarangnya keluar rumah.

Persoalannya adalah ketika hukum larangan tersebut diterapkan dengan
program berangkat haji, khususnya di Kabupaten Bantul yang daftar tunggunya
sudah mencapai belasan tahun, ini merupakan sesuatu yang paling sulit untuk
menunda hajinya bagi seorang wanita dalam masa ‘iddah. Dikarenakan sudah
melunasi administrasi dan tidak mungkin untuk menunda tahun depan.
Karenanya, permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diteliti.

Skripsi ini meneliti dan membahas tentang Hukum Ibadah Haji Wanita
Dalam Masa ‘Iddah yang sifatnya penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan metode penelitian wawancara dengan Ulama’-ulama’ NU di
Kabupaten Bantul sebagai narasumber, mengumpulkan data dengan mengkaji dan
meneliti dengan merujuk pada teks-teks yang berkaitan dengan hukum haji bagi
wanita dalam masa ‘iddah melalui karya-karya tentang fatwa-fatwa dan pemikiran
hukum Islam. Karena ulama-ulama’ NU Kabupaten Bantul merupakan tokoh yang
selalu dibutuhkan fatwa-fatwanya di dalam masyarakat umum yang masih kurang
tentang pengetahuan agama Islam, khususnya di daerah Bantul. Karenanya
seorang ulama’ sangatlah berguna sekali bagi masyarakat dalam menyikapi
permasalahan hukum haji bagi wanita dalam masa ‘iddah saat ini. Melalui
LBMNU ini, para ulama’ membahas permasalahan haji bagi wanita dalam masa
‘iddah.

Setelah penyusun mengadakan penelitian dengan wawancara kepada
narasumber, mengumpulkan data, kemudian mengolah dan menganalisa data yang
diperoleh dan hasilnya dapat secara singkat dapat disimpulkan, bahwa hukum haji
bagi wanita dalam masa ‘iddah itu tidak diperbolehkan. Kecuali bagi wanita yang
mempunyai sebab ‘udzur syar’i diperbolehkan melaksanakan haji, walaupun
dalam keadaan ‘iddah, seperti: ada kekhawatiran yang mengancam diri atau
hartanya, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun
depan tidak menguntungkan, dan haji tahun tersebut dinazarkan.
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MOTTO

الحفظ،والثالثالاستماع،والثانيالصمت،العلمأول
النشروالخامسالعمل،والرابع

الأصمعي

Tahapan ilmu : yang pertama, diam, kedua, mendengar, ketiga,
mengingat, keempat, mengamalkan, kelima, menyebar luaskan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش

Alif

Ba’

Ta’

Sa’

Jim

Ha’

Kha’

Dal

Zal

Ra’

Za’

Sin

Syin

Tidak dilambangkan

b

t

ṡ

j

ḥ

kh

d

ż

r

z

s

sy

tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik diatas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

er

zet

es

es dan ye
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ص
ض

ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
ه
ء
ي

Sad

Dad

Ta’

Za

‘ain

gain

fa’

qaf

kaf

lam

mim

nun

waw

ha’

hamzah

ya

ṣ

ḍ

ṭ

ẓ

‘

g

f

q

k

‘l

‘m

‘n

w

h

’

y

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

‘el

‘em

‘en

w

ha

apostrof

ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

دّدةـمتع ditulis Muta’addidah



xii

ّعـدة  ditulis ‘iddah

III. Ta’marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة

جزیة
ditulis

ditulis

hikmah

jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis h

كرامةالاولیاء Ditulis Karāmah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t

الفطرزكاة Ditulis zakātul fiṭri

IV. Vokal Pendek

__◌َ__

__◌ِ__

__◌ُ__

fathah

kasrah

dammah

ditulis

ditulis

ditulis

a

i

u
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V. Vokal Panjang

1.

2.

3.

4.

Fathahجاھلیة + alif

Fathahتنسى + ya’ mati

Kasrahكریم + ya’ mati

Dammah + wawu mati فروض

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ā   jāhiliyyah

ā  tansā

ī  karīm

ū   furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.

2.

Fathah + ya mati

بینكم
Fathah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof

أأنتم

دّ تـأع

لئن شكرتم

ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

‘u’iddat

la’in syakartum
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VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القرا ن

سالقیا 

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’ān

Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء

الشمس

ditulis

ditulis

as-Samā’

Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض

أھل السنة

ditulis

ditulis

Zawi al-furūḍ

Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemaknaan ulang (remaining) dan penafsiran ulang (reinterpretation)

terhadap teks dan pemahaman fiqh konvensional yang dianggap membelenggu

dan membatasi ruang gerak perempuan telah marak dalam umat Islam saat ini.

Hal ini tidak lepas dari sifat fiqh itu sendiri sebagai produk “ijtihady” yang

rentan terhadap perubahan-perubahan karena faktor-faktor eksternal. Karena

fiqh merupakan produk ijtihad maka segala keputusan dalam fiqh bukanlah

merupakan sesuatu yang sakral, yang tidak dapat dan tidak boleh diubah

meskipun keadaan sosial budayanya telah berkembang pesat. Dengan alasan

mendatangkan kemaslahatan ataupun telah surutnya kemadharatan, fiqh yang

lahir melalui serangkaian prose penalaran dan kerja intelektual yang panjang

sebelum pada akhirnya disahkan sebagai hukum praktis merupakan produk

hukum yang fleksibel yang tidak hampa akan ruang dan waktu serta benturan

kebudayaan.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum perkawinan,

sebagaimana ditegaskan dalam nash al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad

SAW. Bahwa perempuan memiliki ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan hal-hal sebagai akibat dari putusnya suatu perkawinan. Ketentuan

yang dimaksud adalah adanya kewajiban untuk menjalankan masa ‘iddah
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(masa tunggu) bagi perempuan yang putus perkawinanya, baik karena bercerai

ataupun kematian suaminya.1

Kewajiban ‘iddah itu sendiri diatur dalam Undang-undang,2 yang

penjelasannya diterangkan dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

Undang-undang3 dan diatur pula dalam Perundang-undangan Perdata Islam

Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149-155.4

Terkait dengan kewajiban ‘iddah inilah terdapat sejumlah peraturan

yang mesti dijalankan, diantarannya adalah yang bersumber dari teks-nas al-

Qur’an yang berbunyi :

5.لا تخرجوه

6.أسكنوهن من حيث سكنتم

Juga yang bersumber dari as-Sunnah, yaitu :

فاعتددت فيه أربعة أشهر : قالت, بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهأمكثى فى 
7.وعشرا

1 Al-Baqarah (2): 228 dan 234 ; Hadis riwayat Imam Khamsah (Ahmad, Ashab, as-Sunan
al-Arba’ah) dan disahihkan oleh at-turmuzi.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 11 ayat (1 dan 2).

3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (1-3)

4 Dalam kitab Undang-undang tersebut di atas hanya menjelaskan perihal jangka waktu
tunggu bagi perempuan dalam masa ‘iddah, sedang KHI mengatur perihal jangka waktu tunggu
dan hak-hak perempuan dalam masa ‘iddah. Akan tetapi baik dalam Undang-undang maupun KHI
tidak menjelaskan mengenai adanya bentuk larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa
‘iddah.

5 At}-T{ala>q (65): 1

6 At}-T{ala>q (65): 6

7 Hafiz bin Hajar al-Asqalani, Bulug al-Mar ̄̄am, (Surabaya : Da>r al-‘Ilm, t.t.), hlm 235-
236; Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar (Mesir : Mustafa al-Ba>bi
al-Halabi wa Auladuh, t.t.), VI: 337. Hadis riwayat (Imam) Khamsah (Ahmad, Ashab as-Sunan
al-Arba’ah) dan disahihkan oleh Turmudzi.
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Sementara Wahbah az-Zuh}aili menerangkan bahwa suami tidak boleh

mengeluarkan perempuan (istri) selama dalam masa ‘iddah dari tempat

perkawinannya. Demikian juga perempuan (istri) tidak boleh keluar rumah

dikarenakan terdapat hak suami, kecuali terdapat darurat yang jelas. Bila ia

keluar maka ia telah melakukan perbuatan dosa.8

Pendapat yang hampir sama juga ada dalam pandangan mazhab

Syafi’i. Mereka membedakan antara larangan keluar rumah bagi perempuan

yang ber’iddah ba’in, ber’iddah wafat dan perempuan yang ber’iddah raj’i.

Perempuan yang ber’iddah ba’in atau ber’iddah wafat boleh keluar rumah

hanya pada waktu siang hari dalam keadaan hajat (kebutuhan). Sedangkan

perempuan yang ber’iddah raj’i mutlak tidak boleh keluar rumah siang

ataupun malam hari.9 Pendapat mazhab Syafi’i yang terakhir ini serupa degan

pendapat mazhab Hanafi. Bahkan, mereka tidak membeda-bedakan antara

perempuan yang ber’iddah ba’in dan perempuan yang ber’iddah raj’i. Mereka

berpendapat bahwa perempuan yang ber’iddah ba’in atau yang ber’iddah raj’i

tidak diperkenankan keluar rumah siang hari ataupun malam hari kecuali

dalam keadaan darurat. Sedangkan perempuan yang ber’iddah wafat

diperboleh keluar pada siang hari.10

8 Wahbah az-Zuh}aili, at-Tafsir al-Muni@r (Beirut : Da>r al-Fikr al-Mu’asir, t.t.), XXVIII :
275. ; Hasbi ash-Shiddiqy, Tafsir al-Qur’an Majid “an-Nur” (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), X :
161 ; HAMKA, Tafsir al-Azhar, cet. Ke-3 (Surabaya : Pustaka Islam, 1984), XXVIII : 318.

9 Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n (Mesir : Da>r al-Katib al-Arabiyyah, 1967),
XVII : 154.

10 Ibn Hamam, Syarh Fath al-Qadir (ttp : Dar al-Fikr, t.t.), IV : 343 ; Wahbah az-Zuhaili,
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. Ke-3 (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), VII : 654 ; As-Sayyid
Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Semarang : Toha Putra, t.t.), II : 277.
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Dari berbagai pendapat terhadap larangan keluar rumah bagi

perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah tersebut diatas, maka membentuk

suatu paradigma umum bahwa perempuan dalam masa ‘iddah tidak

diperbolehkan melakukan segala aktivitas keluar rumah, baik menyangkut hal

pekerjaan, pendidikan, politik, sosial ataupun kebudayaan. Meskipun larangan

tersebut dikecualikan dari keadaan hajat dan darurat, yang mana keadaan hajat

itu dimaksudkan terhadap pemenuhan kebutuhan nafkah.11

Sehingga akibat yang ada, seolah-olah perempuan yang ber’iddah

terkesan terisolir dari kehidupan sosialnya. Ia mesti menjalani hari-harinya di

dalam rumah dan tak diperkenankan keluar rumah kecuali karena sesuatu

kebutuhan yang mendesak (darurat) dan atau atas izin suaminya. Keluarnya

perempuan yang ber’iddah dari rumahnya tanpa izin suami dipandang sebagai

perbuatan maksiat karena dianggap melanggar perintah Allah SWT. Sehingga

perbuatan tersebut dianggap nusyuz dan suami terbebas dari kewajiban

memberi nafkah ‘iddah kepada mantan (eks) istrinya.12

Model interpretasi diatas dipandang sebagi penafsiran yang kurang

mencerminkan prinsip dan keadilan. Pengekangan dan pembatasan hak

kebebasan pun melekat pada bentuk penafsiran tersebut. Perempuan ‘iddah

tidak diperkenankan keluar rumah untuk beraktifitas, bekerja, berkesenian

maupun berpolitik praktis sebagaimana perempuan pada umumnya yang tidak

ber’iddah.

11 Abdul Moqsit Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga
Rampai Pemikiran Ulama’ Muda, cet. 1 (Yoqyakarta : LkiS dan Rahima, 2002), hlm. Xvii-xix.

12 Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, Pasal 152.
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Dalam hal ini, misalnya para ulama’ Hanafiyah berpandangan bahwa

bagi perempuan yang sedang menunggu habisnya masa ‘iddah, baik karena

diceraikan atau ditinggal mati suaminya, ia wajib tinggal dirumah ‘iddah, ia

tidak diperbolehkan pergi berihram untuk haji, karena hal itu menyebabkan ia

meninggalkan rumah ‘iddah, sedangkan tinggalnya disitu adalah wajib.

Menurut mereka, ini termasuk syarat pelaksanaan haji (syurut al-ada’). Bagi

mereka, seandainya perempuan dalam masa ‘iddah melaksanakan haji, sah

hajinya, tetapi ia berdosa.13

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Maliki. Mazhab

ini berpendapat bahwa perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah tidak

diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, karena ia sedang mempunyai

kewajiban lain, yaitu menjalankan kewajiban ‘iddahnya. Kewajiban ‘iddah ini

adalah hak Allah yang harus dijalankan di rumah suami dan perempuan yang

mempunyai kewajiban ini tidak diperkenankan keluar rumah untuk

menunaikan ibadah haji.14

Dari ketentuan hukum ini terlihat ada kejanggalan paradigma dalam

hubunganya antara kewajiban haji dan larangan keluar rumah bagi perempuan

dalam masa ‘iddah, yang menyebabkan kewajiban haji menjadi sesuatu yang

dilarang.

13 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Muslimah, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, cet.
Ke-2 (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), hlm. 212-215; Fiqh Wanita, alih bahasa Anshori Umar
(Semarang : CV. ASY-Syifa’, t.t.), hlm. 296.

14 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah (Beirut : Da>r al-Fikr al
‘Arabi, 1990), I : 574.
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Dalam banyak buku maupun kitab yang membahas masalah haji, ada

suatu keterangan yang menjelaskan bahwa terdapat syarat khusus bagi

perempuan sebagai syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji yaitu :

pertama, adanya suami atau mahram dan kedua, terbebas dari masa ‘iddah.

Adanya syarat kedua yakni, terbebas dari masa ‘iddah bagi perempuan yang

melaksanakan ibadah haji tersebut didasarkan atas adanya larangan keluar

rumah bagi perempuan dalam masa ‘iddah.15

Namun demikian, terdapat suatu ketentuan lain yang lebih longgar

yang memperbolehkan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa

‘iddah. Akan tetapi, kebolehan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang

karena adanya ‘udzur lain yaitu ‘udzur syar’i semacam nadzar dan

kekhawatiran tidak lagi dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun

berikutnya, baik dari sisi kesehatan atau keuanganya. Artinya kebolehan

tersebut di atas merupakan ketentuan hukum kebolehan bersyarat.16

Di lain pihak terdapat pula pendapat yang membolehkan pelaksanaan

ibadah haji bagi perempuan dalam masa ‘iddah tanpa syarat. Namun, masih

terkait dengan unsur-unsur haji yang lain yaitu ada setelah atau sebelum

ihram. Pada pendapat ini kebolehan pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan

‘iddah adalah bagi mereka yang jatuhnya kewajiban ‘iddah setelah terjadinya

ihram. Maksudnya adalah jika kewajiban ‘iddah itu datang setelah

15 Al-kasani al-Hanafi, Badai’ as-Sanai’ fi Tartib as-Sarai’ (Beirut : Da>r al-Fikr, 1996), II
: 88.

16 Imam Ghazali Said (peny), Ahkam al-Fuqaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum
Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama’ (1926-1999), hlm. 567.
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menjalankan ihram maka, haji boleh dilanjutkan hingga selesai dan hajinya

sah. Sedangkan apabila kewajiban ‘iddah itu sudah ada sebelum

melaksanakan ihram maka, mereka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan

hajinya.17

Juga terdapat pendapat yang menyatakan bahwa apabila kewajiban

‘iddah itu ada setelah seseorang perempuan berada dalam perjalanan haji,

maka ia diperbolehkan memilih antara dua hal, kembali pulang atau

melanjutkan perjalanannya untuk berhaji. Sedang kembalinya ia adalah lebih

utama daripada melanjutkan perjalanannya.18

Demikianlah beberapa perbedaan pendapat mengenai keberadaan

perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah terhadap hukum pelaksanaan haji

baginya. Dari adanya perbedaan pendapat seperti di atas tampak bahwa

perempun yang dalam masa ‘iddah tetap tidak bebas untuk dapat

melaksanakan ibadah haji, sekiranya pelaksanaan itu diinginkan pada waktu

tersebut.

Padahal, ibadah haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang masuk

dalam lingkaran rukun Islam yang lima yang mempunyai ketentuan hukum

fardu ‘ain (wajib secara individu) bagi mukallaf yang telah mempunyai

kesanggupan. Dan menurut ulama’ Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah,

haji harus segera dilaksanakan kalau telah mencukupi syarat-syarat wajibnya.

17 Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muh}ta>j (Mesir : Maktab Mustafa
al-Baby al-Halaby, 1958), III : 405 ; Ibnu Qasim al-Gazi, Hasyiyah al-Bajuri (Indonesia : Da>r Ihya
al-Kitab al-‘Arabiyah, t.t.), II : 177.

18 Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhta>j, III : 404-405.
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Seandainya menunda pelaksanaanya, maka ia berdosa. Bahkan, apabila ia

khawatir pada kelemahan fisik atau pada habisnya harta, maka penundaan haji

adalah haram. Begitu pula kalau dilihat syarat-syarat haji secara umum, maka

jelas bahwa syarat haji hanyalah beragama Islam, sudah baligh, berakal dan

memiliki kemampuan melaksanakan haji.

Dari pemaparan persoalan tersebut di atas, penyusun merasa perlu

ingin mengetahui tentang pendapat Ulama` NU Kabupaten Bantul tentang

permasalahan hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa ‘iddah yang

berkaitan dengan pandangan mazhab empat yang telah dijelaskan diatas.

Hal ini penulis lakukan karena untuk membatasi pembahasan

permasalahan agar lebih spesifik. Karena, pada waktu penulis melakukan

penelitian, Ulama’ NU Kabupaten Bantul baru gencar-gencarnya melakukan

pembahasan secara intensif terhadap permasalahan hukum ibadah haji bagi

wanita dalam masa ‘iddah yang berkaitan dengan lamanya masa tunggu

pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di Kabupaten Bantul.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka masalah

pokok yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulama` NU Kabupaten Bantul terhadap hukum

ibadah haji bagi wanita dalam masa ‘iddah?

2. Apa alasan dan dasar hukum pandangan Ulama` NU di Kabupaten Bantul

terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa

‘iddah?
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C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Menjelaskan pandangan Ulama` NU di Kabupaten Bantul terhadap

hukum pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa ‘iddah.

b. Menjelasakan alasan dan dasar hukum pandangan Ulama` NU di

Kabupaten Bantul terhadap hukum pelaksanaan haji bagi perempuan

dalam masa ‘iddah.

2. Kegunaan

a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan haji dan ‘iddah agar

lebih memiliki nilai keadilan.

b. Untuk memperkaya khazanah ilmu hukum Islam khususnya dalam

bidang keluarga Islam dan peribadatan Islam.

c. Menjawab permasalahan yang dihadapi hukum Islam sebagai hukum

yang senantiasa relevan dengan tuntutan ruang dan waktu.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-

buku dan juga skripsi yang ada. Penyusun menemukan beberapa kitab, buku

dan juga skripsi yang memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan skripsi

kali ini, yaitu tentang larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa

‘iddah dan kaitannya dengan pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa

‘iddah tersebut. Akan tetapi, sejauh yang penyusun amati dalam beberapa

literatur tersebut, belum terdapat kajian yang secara spesifik menyentuh pada
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aspek perubahan terhadap paradigma yang terjadi, berkenaan dengan hukum

larangan pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa ‘iddah dalam

bangunan hukum Islam.

Terdapat beberapa karya skripsi yang dapat dijadikan telaah sebagai

bahan perbandingan untuk menemukan nilai substansif atau aspek yang

berbeda dari karya-karya sebelumnya, di antaranya adalah sebuah skripsi

karya Erfan Effendi dengan judul “ Larangan Keluar Rumah bagi Perempuan

dalam Masa ‘Iddah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i “.19

Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai

tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah selama masa ‘iddah baik

siang hari atau malam hari, kecuali dalam keadaan darurat atau butuh (hajat).

Kemudian dalam analisanya, ketika larangan itu dihadapkan pada konteks

zaman saat ini, maka sebenarnya ada jenis kemaslahatan yang perlu

ditimbangkan. Dijelaskan bahwa jika kemaslahatan itu lebih besar, maka

sebenarnya tidak ada persoalan kalau ia harus keluar rumah. Karena dengan

tidak didalam rumah saja ia akan lebih produktif hidupnya. Akan tetapi dalam

skripsi ini, walaupun tidak menyinggung sedikitpun persoalan bagaimana

kalau perempuan dalam masa ‘iddah keluar rumah untuk suatu keperluan

ibadah haji, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bagian dari telaah pustaka.

19 Erfan Effendi, “Larangan Keluar Rumah bagi Perempuan dalam Masa ‘Iddah dalam
Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, skripsi Fakultas Syari’ah tidak diterbitkan
(Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga), 1998, hlm. 68-71.
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Skripsi yang berjudul “ Pandangan Mazhab Asy-Syafi’i terhadap

Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Perempuan dalam Masa ‘Iddah “.20

Skripsi tersebut hanya membahas pendapat yang kebanyakan masih lingkup

pendapat Imam Syafi’i. Selain itu dengan merujuk pada beberapa kitab

Syafi’iyyah terdapat kebolehan tanpa syarat. Hanya saja, keterangan dalam

keputusan ini sangatlah singkat dan memerlukan adanya perluasan, baik pada

dasar hukumnya maupun rujukan-rujukan dan metode istinbatnya.

Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2003 yang berjudul:

“‘Iddah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Relevansinya dengan

Teknologi Modern”. Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan

mazhab Syafi’i tentang ‘iddah, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau

yang ditinggal mati suaminya kaitanya dengan adanya teknologi modern.

Hasilnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengakui adanya ketentuan

‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati atau cerai, walaupun terjadi perbedaan

pendapat dalam mendefinisikan pengertian ‘iddah antara keduanya kaitanya

dengan teknologi modern keduanya berpendapat, tidak bisa mengubah

ketentuan ‘iddah karena adanya faktor lain yaitu ta`abud (ibadah) dan untuk

bela sungkawa.21

20 Nur Salim, “Pandangan Mazhab Asy-Syafi’i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah
Haji Bagi Perempuan Dalam Masa ‘Iddah”, diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2006).

21 Nur Azizah, “ ’Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Relevansinya
Dengan Teknologi Modern”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003),
tidak diterbitkan.
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E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya segala persoalan yang berkaitan dengan hukum tidak

diperbolehkannya melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa

‘iddah adalah bermula dari pandangan yang mengatakan bahwa perempuan

yang sedang dalam masa ‘iddah wajib melaksanakan kewajiban ‘iddahnya di

rumah suaminya dan tidak diperkenankan keluar rumah siang hari atau malam

hari, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu hajat atau darurat.22 Dasar

yang dipakai mazhab Syafi’i sebagai alasan tidak diperbolehkannya

perempuan dalam masa ‘iddah keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji

ialah firman Allah yang berbunyi :

.23

24.أسكنوهن من حيث سكنتم

Ayat di atas secara jelas dipergunakan oleh mazhab Syafi’i dalam

kitab-kitabnya untuk menjelaskan perihal kedudukan seorang perempuan yang

sedang dalam masa ‘iddah di mana ia tidak diperbolehkan keluar rumah.

Selain itu juga terdapat hadis lain yang memiliki ketentuan hukum

yang sama, yaitu :

22 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, I : 573-574; lihat pula asy-
Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, III : 404-405.

23 At-Talaq (65): 1.

24 At-Talaq (65): 6.
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قالت , أمكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله
25.فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا: 

Berangkat dari teks-nas dan hadis tersebut di atas dan berawal dari

hukum larangan keluar rumah bagi perempuan ‘iddah ini, mazhab Syafi’i

menjelaskan pula larangan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan ‘iddah.

Kedua landasan hukum diatas apabila dilihat secara linguistik menunjukkan

makna sebuah larangan bagi perempuan ‘iddah untuk keluar rumah.

Sedangkan keluar rumah yang diperbolehkan dalam pandangan mazhab

Syafi’i ialah karena sebab darurat atau hajat. Juga apabila ‘iddahnya adalah

‘iddah ba’in atau ‘iddah wafat maka, perempuan boleh keluar hanya pada

siang hari untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, dimana dalam pandangan

mazhab Syafi’i mereka termasuk perempuan ber’iddah yang hanya memilki

hak tempat tinggal, tidak hak nafkah kecuali ‘iddah ba’in dalam keadaan

hamil.

Adapun dalam melaksanakan ibadah haji, maka waktunya tidak

terbatas, yakni siang dan malam hari serta berhari-hari. Sedangkan kebolehan

keluar rumah dalam pandangan mazhab Syafi’i terbatas pada siang hari.

Karenanya menurut mazhab Syafi’i perempuan ‘iddah tidak diperbolehkan

melaksanakan haji, sebab ia akan melanggar kewajiban ‘iddah untuk tetap di

rumah. Walaupun demikian, mazhab Syafi’i dalam beberapa keadaan

25 Hafiz Bin Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Mara>m, (Surabaya : Dār al-Fikr, t.t.), hlm 235-
236; Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar (Mesir : Mustafa al-Ba>bi
al-Halabi wa Auladuh, t.t.), VI: 337. Hadis riwayat (Imam) Khamsah (Ahmad, As}h}a>b as-Sunan
al-Arba’ah) dan disahihkan oleh Turmudzi.
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menetapkan hukum kebolehan melaksanakan haji bagi perempuan ‘iddah,

apabila telah melaksanakan rukun ihram terlebih dahulu sebelum datangnya

kewajiban ‘iddah.26

Akan tetapi, dalam perkembangan zamannya, apa yang oleh mazhab

Syafi’i dikatakan perempuan ‘iddah dilarang keluar rumah pada masa kini

telah mengalami pergeseran paradigma. Hal ini, selain disebabkan oleh

perbedaan wilayah geografis serta kondisi sosio-kultural masyarakat, juga

karena pada masa kini akses perempuan di dunia publik telah terbuka sangat

lebar, dan larangan keluar rumah dikhawatirkan dapat menghambat suatu

produktifitas dalam beraktifitas.

Sehingga, antara ayat dan hadis diatas seharusnya dimaknai dan

ditempatkan pada suatu ketentuan hukum yang lebih proporsional dimana dan

kapan dasar hukum tersebut dibaca kembali. Misalnya, dengan mengatakan

bahwa kedua landasan hukum tersebut bukan dibaca sebagai bentuk larangan

keluar rumah atau larangan melaksanakan ibadah haji, tetapi sebagai suatu

petunjuk yang adil atas adanya suatu hak tempat tinggal yang masih melekat

bagi perempuan ‘iddah. Atau setidaknya sebagai suatu petunjuk bahwa

perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah tersebut seharusnya sedikit

menahan diri dari terlalu banyak berada di luar rumah, serta untuk

mengingatkan bahwa ia seharusnya merasa sedih karena berpisah dengan

suaminya, baik karena bercerai ataupun kematian.

26 Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, III : 404-405; Ibnu
Qasim al-Gazi, Hayiyah al-Bajuri, II :177.
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Karena hukum larangan melaksanakan haji bagi perempuan ‘iddah

dalam pandangan mazhab Syafi’i adalah didasarkan atas interpretasi larangan

keluar rumah bagi perempuan ‘iddah, maka dalam skripsi ini penyusun

berusaha untuk mengkaji kembali hal-hal yang berkaitan dengan interpretasi

larangan keluar rumah tersebut.

Hal ini disebabkan dalam memandang teks-nas sebagai sebuah syari’at

yang dipergunakan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum, maka terdapat

beberapa prinsip yang seharusnya dijadikan sebagai suatu pertimbangan

alternatif, yaitu;27 pertama, penurunan syari’at berhubungan dengan berdirinya

masyarakat agama, dan penerapannya bergantung pada keberadaan

masyarakat ini.

Kedua, syari’at turun karena ada sebab-sebab yang menghendakinya,

dan sebab-sebab turunnya syari’at itu tidak memiliki kesesuaian (munasabah)

dengannya.

Ketiga, syari’at bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat.

Untuk merealisasikan kemaslahatan ini, sebagian syari’at menghapus sebagian

yang lain. Kebenaran dan kemaslahatan syari’at bergantung pada kemajuan

realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.

Keempat, sebagian hukum-hukum syari’at dikhususkan kepada Nabi

Muhammad SAW, dan sebagian yang lain dikhususkan pada suatu peristiwa.

Kelima, hubungan syari’at dengan masa lalu tidak terputus, akar-

akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syari’at, tetapi

27 Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis Syari’ah, alih bahasa Luthfi Thomafi
(Yogyakarta : LkiS, 2004), hlm. 47-90.
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syari’at mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya

masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum.

Keenam, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari’at

adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri

dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi

kemanusiaan dan semangat hidup.

Begitu pula fiqh sebagai produk hukum yang dihasilkan dari sumber

syari’at, yang mana setelah wafatnya Nabi maka, saat itu pula syari’at selesai

dan apa yang disebut sebagai hukum merupakan pemikiran keagamaan,

merupakan ketentuan yang rentan terhadap perubahan-perubahan dari

sekelilingnya. Karenanya, ketika produk hukum itu dibuat dalam konteksnya

dan diterapkan kembali dalam konteks yang berbeda maka, ia sudah

semestinya terbuka untuk difikir ulang (rethinking). Upaya rekonstruksi

pemahaman menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi relevansi hukum itu

dengan zamannya. Karenannya suatu pertimbangan yang memberikan

kemaslahatan bagi kebanyakan orang, laki-laki dan perempuan merupakan

jawaban yang paling mungkin dalam membuat aturan hukum dan untuk

menyikapi pluralitas kebermaknaan fiqh.28

Dalam pada itu terdapat kaidah fiqh yang berbunyi :

28 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren, cet.
Ke-1 (Yogyakarta : LkiS dan Fahmina Institute, 2004), hlm 35-40.
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29.تغير الأحكام واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والعوائد

Kaidah ini mengandung suatu pengertian bahwa perubahan hukum

dikarenakan oleh perubahan situasi dan kondisi pada zamannya. Dan dalam

kaidah lain dikatakan :

30.الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Kaidah ini memberikan pemahaman bila dalam suatu perbuatan

terdapat suatu maslahat dan mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih berat dari

maslahatnya, maka syara’ mengharamkannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi, kemaslahatan merupakan

maqa>s}id asy-syari@’ah yang memiliki lima unsur pokok yang harus dipelihara,

yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan untuk mencapai

kemaslahatan tersebut maka, terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan,

yaitu pertama, berkaitan dengan muatan dan hakekat maqa>s}id asy-syari@’ah.

Kedua, berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari’at dapat dipahami

sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Ketiga, berkaitan dengan

pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari’at dalam rangka mewujudkan

kemaslahatan. Dan keempat, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai

mukallaf dan terhadap hukum-hukum Allah.31

29 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqq’in ‘an Rabb al-‘A<lamin, (ttt : Muniriyah,
t.t.) III : 1 , atau pada Penerbit Faraj Allah Zaki al-Kurdi, III : 27 ; Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah
Usuliyyah dan Fiqhiyyah, cet. Ke-2 (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm. 145

30 Asmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

31 Asfri Jaya Bakri, Konsep Maqa>s}id asy-Syari@’ah Menurut asy-Syatibi, cet. Ke-1
(Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 70-71.
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Sehingga dalam memahami ayat dan hadis yang dianggap memberikan

ketentuan terhadap hukum larangan keluar rumah untuk melaksanakan ibadah

haji bagi permpuan dalam masa ‘iddah, ada beberapa hal yang mesti

diperhatikan, yaitu ; pertama, melihat kembali ayat dan hadis dari segi latar

belakang dan peristiwa kejadian. Kedua, kepada siapa ayat tersebut

diturunkan. Ketiga, melihat konteks dimana ketentuan hukum itu

diaplikasikan. Hal ini untuk memperbandingkan dan mengetahui perbedaan

keadaan sosial budaya masa lalu dan masa kini.

F. Metode Penelitian

1. Wawancara

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field

research), dengan menggunakan metode penelitian wawancara dengan

Ulama` NU di Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian dan melalui

kajian dalam bahsul masa`il jam`iyyah Nahdlatul Ulama` (NU) di

Kabupaten Bantul. Sumber tersebut diambil dari berbagai pendapat yang

membicarakan mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan

status perempuan dalam masa ‘iddah berkaitan dengan adanya larangan

keluar rumah baginya sekaligus tidak diperbolehkannya melaksanakannya

ibadah haji pada masa ‘iddah tersebut. Selain itu, penelitian lapangan

untuk memfokuskan pendapat Ulama` NU di Kabupaten Bantul.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah preskritif-analitis, yaitu

menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti
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secara proporsional dengan proses analisis terhadap pemahaman Ulama`

NU Kabupaten Bantul mengenai tidak diperbolehkannya perempuan

dalam masa ‘iddah untuk melaksanakan ibadah haji, baik yang mengacu

pada apek bahasa maupun aspek filsafat hukumnya.32

2. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

utama (primer) yaitu dengan interview (wawancara) dengan Ulama`-

ulama` NU di Bantul dan pembahasan di bahsul masa`il. Metode interview

adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak

yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

Selain data primer, juga dipakai data sekunder, yakni yang bersumber dari

kepustakaan yang berguna untuk melengkapi data primer.

3. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data

yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif.33

Dalam operasionalnya, data yanag telah diperoleh digeneralisir,

diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran

induktif dan deduktif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari

data yang umum ke data khusus. Aplikasi dari metode tersebut di dalam

penelitian ini adalah bertitik tolak dari konsep larangan keluar rumah bagi

32 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.
47-59.

33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta : PT Grafindo
Persada, 2001), hlm. 88.
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perempuan dalam masa ‘iddah dan disimpulkan pada formulasi hukum

yang ditimbulkannya. Sementara induktif adalah penalaran dari data yang

khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi

kesimpulan umum. Pengklasifikasian data tersebut disesuaikan dalam

pokok bahasan tersendiri. Yaitu data yang berhubungan dengan larangan

haji bagi perempuan dalam masa ‘iddah yang bersifat tekstualis dianalisis

dengan penalaran yang ada.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu suatu

pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada

teks-teks yang berkaitan, melalui karya-karya tentang fatwa-fatwa dan

pemikiran hukum Islam yang ada.34

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam

skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikan dalam lima bab bahasan,

dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang

saling berkaitan secara logis dan dapat digambarkan secara ringkas sebagai

berikut.

Bab pertama, tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah

sebagai penjelasan latar belakang atas karya ini disusun. Pokok masalah yang

dimaksud untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar

34 Ibid, hlm. 94.
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lebih terfokus. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan. Telaah

pustaka untuk memposisikan letak perbedaan karya ini dan karya sebelumnya

yang berhubungan. Kerangka teoretik untuk menjelaskan teori apa yang akan

dipakai untuk mengkaji persoalan yang ada. Selanjutnya metode penelitian

untuk menjelaskan cara penelitian ini dilakukan dan sistematika pembahasan

untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif

mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum tentang hukum haji dan

‘iddah untuk memperoleh landasan epistemologis, yang mencakup pengertian

haji dan ‘iddah, dasar hukumnya syarat dan rukun haji, tujuan ‘iddah serta

larangan-larangan ‘iddah.. Serta menjelaskan pandangan mazhab empat yang

berkaitan dengan hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa `iddah. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan terhadap permasalahan haji dan `iddah yang

ingin dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga untuk menjadi panduan dalam

mengetahui para Ulama` NU Kabupaten Bantul dalam memutuskan

permasalahan tersebut.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pandangan Ulama` NU Kabupaten

Bantul terhadap persoalan hukum ibadah haji bagi wanita dalam masa `iddah.

Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Ulama` NU Kabupaten Bantul

dalam memutuskan permasalahan tersebut.

Sedangkan bab keempat untuk menjelaskan analisis terhadap

pandangan Ulama` NU Kabupaten Bantul terhadap hukum ibadah haji bagi

wanita dalam masa ‘iddah. Dengan analisis ini diharapkan dapat diperoleh
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jawaban apakah para Ulama` NU Kabupaten Bantul ini dalam memutuskan

suatu permasalah masih tertentu pada satu mazhab ataukah sudah

menggunakan empat mazhab.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus

saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun

sekaligus diajukan sebagai atas pokok masalah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mempunyai pandangan

yang tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh yang lain tentang

Hukum Ibadah Haji Bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah. Para Tokoh NU ini

bersepakat bahwa secara umum sependapat dengan pendapat jumhur

ulama’ yang mana tidak memperbolehkan bagi wanita dalam masa ‘iddah

melaksanakan ibadah haji. Kecuali bagi wanita yang mempunyai sebab

‘udzur syar’i diperbolehkan melaksanakan haji, walaupun dalam keadaan

‘iddah, seperti: ada kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, ada

petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan

tidak menguntungkan, dan haji tahun tersebut dinadzarkan.

2. Dasar hukum pandangan Ulama’ NU di Kabupaten Bantul terhadap

hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa ‘iddah adalah

Hukum haji bagi wanita dalam masa ‘iddah untuk saat sekarang ini, sangat

perlu untuk dikaji ulang, karena terjadinya perubahan waktu, tempat dan

keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Perubahan

hukum yang dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual melainkan

secara kontekstual khususnya hukum haji bagi wanita dalam masa ‘iddah.
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B. Saran-Saran

1. Skripsi ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat

dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di

masyarakat terkait dengan hukum haji bagi wanita dalam masa ‘iddah.

Teori-teori hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif

dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh ulama-ulama’

Nahdlatul Ulama khususnya untuk Kabupaten Bantul. Harapan penyusun

agar ada kelanjutan kajian karya tulis untuk memperkaya keilmuan,

terutama pada hukum haji bagi wanita dalam masa ‘iddah.

2. Bagi para Ulama’ dan ilmuwan yang berpikiran kritis, hendaknya kajian

ini menjadi wacana dan pembahasan yang lebih intensif lagi. Sehingga

memperoleh solusi hukum yang tepat.
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Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No Hlm FN TERJEMAHAN
BAB I

1 2 1 Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat.

Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk
mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya.
Kemudian aku meminta kepada Rasululah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku
tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku.
Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam
kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di
rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di
dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata:
Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat
Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi,
Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.

2 2 5 Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah
itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya
Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak



II

No Hlm FN TERJEMAHAN
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu
hal yang baru.

3 2 6 Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

4 2 7 Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk
mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya.
Kemudian aku meminta kepada Rasululah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku
tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku.
Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam
kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di
rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di
dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata:
Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat
Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi,
Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.

5 12 23 Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah
itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya
Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu
hal yang baru.

6 12 24 Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

7 12 25 Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk
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mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya.
Kemudian aku meminta kepada Rasululah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku
tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku.
Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam
kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di
rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di
dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata:
Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat
Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi,
Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.

BAB II
8 25 5 Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada

Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah
kamu memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan sucikanlah
rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang
yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. dan
berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya
mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan
mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru
yang jauh.

9 25 8 Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam
Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi
amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban
haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

10 30 17 padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam
Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi
amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban
haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

11 37 31 Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.
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12 37 32 Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat.

13 38 33 Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause)
di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu
(tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.
dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -
siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya.

14 38 34 Humaid berkata, Zainab mengatakan, 'Aku mendatangi Ummu
Habibah, (istri Nabi SAW) ketika ayahnya, (Abu Sufyan)
meninggal. Ummu Habibah meminta wewangian yang
berwarna kuning, parfum atau lainnya, lalu dia oleskan kepada
seorang gadis, dan dia sentuhkan pada kedua pipi gadis itu.
Lalu Ummu Habibah mengatakan, "Demi Allah! aku tidak perlu
memakai wewangian, karena aku pernah mendengar Rasulullah
SAW bersabda di atas mimbar, 'Seorang perempuan yang
beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung
atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas
kematian suaminya, maka masa berkabungnya adalah empat
bulan sepuluh hari.'""

15 38 35 Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Fatimah
binti Qais telah memberitahukan kepadanya bahwa dia pernah
menjadi istri Abu Amru bin Hafsh bin Al Mughirah, lalu
diceraikan terakhir kali sampai thalak tiga. Fatimah binti Qais
telah berniat menemui Rasulullah SAW untuk meminta fatwa
tentang apakah dia boleh keluar dari rumahnya (karena merasa
tidak aman). Jadi Rasulullah SAW menyuruhnya pindah ke
rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Marwan menolak untuk
membenarkan berita tentang wanita yang ditalak tiga
diperbolehkan keluar meninggalkan rumahnya. Urwah Berkata,
"Aisyah menolak peristiwa itu terjadi pada diri Fatimah binti
Qais."

16 39 38 Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita
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mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.

17 41 39 Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.

18 42 42 tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

19 45 46 janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang.

20 46 48 orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat.
dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa
kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah
kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,
kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang
ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk
beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;
Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun.
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21 49 53 Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam

Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi
amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban
haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

BAB III
22 63 11 orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat.

23 65 17 padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam
Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi
amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban
haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

24 65 18 "Tinggallah di rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku
beriddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari.

25 66 20 dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan.

26 66 21 Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya
kamu bersyukur.

BAB IV
27 73 3 Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah
itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya
Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu
hal yang baru.

28 79 12 janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang.
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29 80 14 Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Bibiku dicerai oleh

suaminya. Lalu dia ingin memetik buah kurma, tetapi dia
dilarang oleh seorang laki-laki agar tidak keluar rumah.
Kemudian istriku mendatangi Rasulullah SAW untuk
menanyakan hal itu, lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Ya
boleh! petiklah buah kurmamu, semoga kamu bisa bersedekah
atau berbuat kebajikan."
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utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi,
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riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi. Di antara
guru beliau adalah Nafi’ bin Abi Nu’aim, Nafi’ al-Muqbiri, Na’imul Majmar,
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Nizar bin Ma’d bin ‘Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan diri Nabi
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beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 164 H. Ayah
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kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani ‘Abbasiyah dan
karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyyah.





















CURICULUM VITAE

Nama : Muh. Ulin Nuha

Tempat, tangga lahir : Bantul, 01 Januari 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Muh. Busyrowi

Ibu : Hj. Siti Kholimah

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Orang Tua       : Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta

Pendidikan : SDN Jetis IV Lulus tahun 2002

  MTsN Wonokromo Lulus tahun 2005

SMA N 1 Pleret Lulus tahun 2008

  Fakultas Syari’ah dan Hukum Masuk tahun 2009


	HALAMAN SAMPUL
	ABSTRAK
	PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



